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ABSTRAK

Muh. Jamal, Kualitas Pelayanan Terhadap Masyarakat Dalam Pengurusan lzin Mendirikan
Bangunan Di Kantor DPMPTSP Kabupaten Enrckang (Dibimbimg oleh abdul kadir Adys dan
Muhammad Yahva)

Tujuan penelitian ini  adalah untuk mengetahui bagammana kualitas pelayanan dalam
memberikan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Enrekang. Jenis penelitian ini adalah
deskriptif kualitatif. Adapun jumlah informan sebanyak 7 orang,
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pelayanan publik merupakan pelayanan yang tidak dapat dipisahkan dari
kehidupan manusia dan bagian yang tidak terlepas dari kehidupan berbangsa
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alasan mengapa pelayanan publik menjadi titik strategis. Pertama, pelayanan
publik merupakan sektor dimana negara yang diwakili oleh pemerintah
berinteraksi dengan lembaga non pemerintah. Artinya ada




keterhubungan yang intensif antara pemerintah dan warganya. Kedua, pelayanan
publik melibatkan kepentingan semua unsur governance Pemerintah sebagai
representasi negara, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar memiliki kepentingan
dan keterlibatan yang tinggi dalam sektor pelayanan publik.Ketiga, berbagai aspek

tata pemerintahan yvang baik dapat diartikulasikan lebih mudah dalam bidang

pelayanan publik.

perangkat perizinan yang dibutuhkan yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB),
Izin mendirikan bagunan didapat dari pemerintah daerah vang sesuai dengan

peraturan daerah yang berlaku dan izin tersebut sesuai dengan tata ruang yang




telah ditentukan

Tugas pokok aparatur negara juga sebagai bidang abdi di bidang
pemerintahan umum, aparatur negara memiliki tugas pembangunan dan pelayanan
kepada masyarakat. Saat pembangunan di Indonesia yang saat ini semakin gencar
kemudian har. Tidak logis ketika pembangunan yang sangat meningkat jika tidak
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pemerintah Kabupaten Enrekang kepada masyarakal vang ingin mendirikan
bagunan baru, mengubah, memperlus, dan/ atau merawat bangunan gedung sesuai
dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.




Keputusan yang kemudian di keluarkan mentri pendayagunaan aparatur
Negara Nomor 63 tahun 2013 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan
Pelayanan Publik seperti prosedur pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan
mendapatkan pelayanan, kepastian biaya pelayanan, dan kepastian jadwal
pelayanan, aparatur pemerintah mengakibatkan tidak optimalnya fungsi pelayanan
kepada masyarakat.

Pengelenggaraan pelayanan vang.optimal dan efisien merupakan amanat

/ AM). Dalam Undang-lIndang
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persyaratan dan prosedur dari peraturan. Adanya IMB menjadi pemegang lzin
ketika melakukan kegiatan yang berhubungan dengan bangunan, misalnya

bangunan didirikan sesuai perencanaan penataan ruang, sehingga tidak mungkin




ada penggusuran karena tidak dinilai sesuai dengan rencana kawasan. Disamping
itu IMBjuga digunakan dalam rangka mengatur bangunan sehingga bahan sesuai
istandar, juga pendiriannya akan diupayakan agar tidak mengganggu lingkungan
sekitar, misalnya lalu lintas, tidak merusak benda cagar budaya. konstruksi dan
bahannya memenuhi standar keselamatan.

Upaya dalam mendorong pelayanan yang lebih optimal dan baik dalam
pelayanan pengurusan IMB di_Kabupaten Enrekang Tetapi dalam prakteknya
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IMB di Kabupaten Enrekang sangat sulit dimana mana mayarakat masih banvak
kebingungan dalam Pengurusan IMB




Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan,
maka tepat kiranya jika peneliti mengangkat judul, * Kualitas Pelayanan Terhadap
Masyarakat Dalam Pengurusanlzin Mendirikan Bangunan di Kabupaten
Enrekang™.

B. Rumusan Masalah
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2. Secara praktis, sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi bidang




BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian
schingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan untuk mengkaji
penelitian yang dilakukan.

Tabel 2.1 Berikut peng

rakat karena cara
penjelasannya tidak teroerinci secara
jelas

Sumber: hasil kajian penulis 2018




Nama peneliti

Judul penelitian

Hasil penelitian

Wafiyah

Kualitas Pelayanan Berdasarkan hasil penelitian
Satu Sintu Di Dinas | dapat disimpulkan bahwa
Surabaya.

pelaksanaan pada pelayan satu
pintu di Dinas Pendidikan Kota
Surabaya telah menjalankan
prosedur sesuai dengan standar
operasional yang telah di tetapkan.
Kualitas pelayanan pada
pelayanan Satu Pintu di Dinas
Pendidikan Kota Surabava dapat
dikatakan baik, karena telah
memenuhi Sdimensi ( Tangible,

= 'I:nhly Responsiviness,
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kurang di pahami masyarakat
karena cara penjelasannya tidak
teroerinci secara jelas

Sumber: hasil kajian penulis 2018
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Nama peneliti Judul penelitian Hasil penelitian
Crystalia Kualitas Pelayanan | Berdasarkan hasil penelitian dapat

Publik Di kantor disimpulkan dari dimensi tangibel

Kecamatan Pangasih | yang mempunyai indikator

Kabupaten Kulon penampilan, kenyamana,

Progo. kemudahan dan penggunaan alat
bantu sudah diterapkan, namun ada
indikator yang belum sepenuhnya
di laksanakan yaitu mengenai
kenyamanan tempal pelayanan.

Dari dimenst reliability yang
mempunyai indikator kecermatan,

standar pelayanan yang jelas,
emampuan, dan keahlian sudah

K orang atau manusia selalu

membutuhkan pelayanan, meskipun pelayanan publik tidak bisa terlepas
pada admimisitrasi yang diatur oleh Negara. Pelayanan publik adalah segala
kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik
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sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut B Linois, dalam buku Etika Publik Definisi Pelayanan Publik
adalah “semua kegiatan vang pemenuhannya harus dijamin, diatur, dan juga
diawasi oleh pemerintah, karena diperlukan untuk perwujudan dan perkembangan
kesaling-tergantungan sosial. dan pada hakikatnya, perwujudannya sulit terlaksana

Manqj a

wasl / w o 12 50
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Swasta diakui memiliki fungsi pelayanan publik ( organisasi, keagamaan,

asosiasi nirlaba).
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3. 1. S Bowman mendefinisikan pelayan publik merupakan lembaga rakyat
vang memberikan pelayanan kepada warga negara, memperjuangkan
kepentingan kolektif, dan menerima tanggung jawab untuk memberi hasil

4. Kekhasan pelayanan publik terletak dalam upaya merespon kebutuhan
publik sebagai konsumen. Kebutuhan dasar yang tidak selalu bisa dipenuhi
oleh pihak swasla, asosiasi, atau orang perseorangan.

Oleh karena itu pelayan p dmrnkan sebagai, pemberian layanan
(melayani) keperluan orz /

8 nempunyai kepentingan pada
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memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam

pelaksanaan pelayanan publik.

¢. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran,
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3. Kepastian Waktu Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam
kurun waktu yang telah ditentukan.

4. Keamanan Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan

kepastian hukum.
5. Tanggung Jawab Pimpinan penvelenggara pelayanan publik atau pejabat
vang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayan dan

b. Jenis Pelayanan Publik
Munculnya pelayanan umum atau publik dikarenakan adanya
kepentingan, dan kepentingan tersebut bermacam-macam bentuknya sehingga
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pelayanan publik yang dilakukan ada beberapa macam. Menurut Hardiyansyah,

Jenis pelayanan umum atau publik yang diberikan pemerintah terbagi dalam tiga

kelompok, yaitu ;

I. Pelayanan administratif Pelayanan administratif adalah pelayanan berupa
penyediaan berbagai bentuk dokumen yang diperlukan oleh publik, misalnya
- Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sertifikat Tanah, Akta Kelahiran,

‘ i'l d @
\\\\\\um////
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kemudahan, kecepatan, hubungan, kemampuan dan keramahtamahan vang
ditujukan melalui sikap dan sifat dalam memberikan pelayanan untuk kepuasan

konsumen. Kualitas pelayanan (service quality) dapat diketahui dengan cara
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membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan nyata yang mereka
terima/peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan/inginkan
terhadap atnbut-atribut pelayanan suatu perusahaan. Kualitas pelayanan sebagai
ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan
harapan pelanggan,

Manajemen pelayanan publik yang diselenggarakan oleh aparatur

h A". 4

\\ttinngzz
R\

ads ke

-
s,
”, g
s o
., v
- L

:: =~
S R

cpada fungsi f ."-"'-\
‘ :%fwb\%\\\\

sifita va pel

QN 70N 2?
i Bal 4SVAr: v-‘
P, "N 8T

4‘ ’

S Sy

3. Menerapkan sistem kompetisi dalam hal penyediaan pelayanan publik
tertentu.

4. Berfokus pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang berorientasi.
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5. Lebih mengutamakan keinginan masyarakat.

6. Dalam hal tertentu, pemerntah berperan juga untuk memperoleh
pendapatan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan.

7. Lebih mengantisipasi permasalahan pelayanan.

8. Lebih mengutamakan desentrilisasi dalam pelayanan.

9. Menerapkan sistem pasar dalam memberikan pelayanan.

Zeithaml dkk 1990 dalam Hardiyansyah dalam buku Kualitas Pelayanan

dimensi, yaitu : tangible

pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami

keinginan konsumen.
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5. Tangible, atau bukt fisik yaitu kemampuan :uam perusahaan dalam
menunjukan eksistensinya kepada pihak eksternal Penampilan dan
kemamp.uan sarana dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan

sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi

jasa

yang dilakukan di setiap Kabupaten/Kota adalah penataan terhadap bangunan
dengan mewajibkan tiap bangunan memiliki IMB. Tujuannya adalah agar
bangunan yang didirikan oleh masyarakat dapat tertata dengan baik dan




memenuhi persyaratan, layak digunakan, dan tidak merusak Iingkungan. Upaya
mewujudkan program pembangunan atau pengembangan kota serta manfaat
ruang kota secara optimal, seimbang dan serasi agar tercipta kondisi daerah yang
tertib dan teratur sesuai dengan perda yang berlaku tentang IMB.

Adapun dasar hukum IMB adalah sebagai berikut:

a. UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung




3. Standar pelayanan memberikan izin mendirikan bangunan

a. Standar dan wakiu penerbitan

Tabel 22TABEL CHECKLIST PERSYARATAN ADMINISTRASI IMB

19

NO

PERSYARATAN UMUM

Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) pemohon atau KITAS untuk
pemohon

Surat keterangan prsetujuan tetangga

Materai 10.000 1 (satu) lembar

| Photo 3x4 2 lamhar

A ds | | pa
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Tabel 23TABEL CHECKLIST PERSYARATAN TEKNIS IMB

NO PERSYARATAN TEKNIK/SEKTORAL
1 Data kondisi tanah berbentuk gambar dilengkapi informasi dalam format
PDF (Satu dokumentasi)
Gambar peta lokasi secara sederhana
Batas-batas tanah yang dikuasai secara sederhana
Luas tanah
Uraian data bangunan gedung eksiring dalam hal terdapat

e Kontur tanah (bila kemiringan tanah lebih dan 30%)

enope

Is1 sisten air bers|
NASS LIy 7.7
51 518 "'.‘_/.,".“.L"
RSN




Tabel 24TABEL FLOWCHARTS MENDIRIKAN BANGUNAN

21

NO KEGIATAN | PELAKS | KELENGKAPA | WAK | OUTPUT
ANA N TU

1| Memben Petugas Standar pelayanan | 20 Informasi
mformast kepada | informasi | dan check list menit | izin , syarat,
pemohon  terkait waktu dan
pemohon izin dan biaya
syarat

2 | Menerima berkas | Loket Berkas pemohon | 15 Cheklist
pemohon yang pendafiara menit | kelengkapa
;ﬂdﬂh Jengkap n n berkas

engan mengisi status

check lisk Eak
pemochon dan
pengimput ke
apJ:knsn

‘\\\\ m,///
N ’%{’,/ "’.
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Lama waktu yang dibutuhkan | 3 han 110 menit
dalam rangkayyan kegiatan

Jﬂnska waktu pelayanan

a.

c.

Jangka waktu pelayanan untuk penerbitan lzin Mendirikan Bangunan
(IMB) Adalah 3(tiga) hari lebih 110 menit

Apabila masih ada kekurangan /tidak lengkap berkas dikembalikan kepada
pemohon

2. Rehabilitasi volume x indeks) x 0,45 HS
a. Rusak sedang retribusi
b. Rusak berat volume x indeks) x 0,65 HS

retribusi
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2 | Admimstrasi IMB Ditetapkan sesuai dengan
kebutuhan proses
3 | Penyediaan formolir IMB, Ditetapkan sesuai dengan jumalh
termasuk pendaftaran bangunan biaya ppengadaan/ percetakan
gedung formolir per-set

¢. Mekanisme pelayanan pedalam pengurusan IMB
1. Memben informasi kepada pemohon terkait pemohon izin dan syarat
2. Menerima berkas pemohon ydng sudah lengkap dengan mengisi check lisk

\\\ \“,0 1//
‘/ \}\ A\‘x / 0{/'/
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Kualitas Pelayanan Terhadap
Mayarakat Dalam Pengurusan lzin
Mendirikan Bangunan di
kabupaten Enrekang

|

Teori kualitas pelayanan Zeithaml
I Tangibie fbﬂl‘illujud]
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2. Reliability, atau kehandalan yaitu kemampuan DPMPTSPdalam memberikan
pelayanan sesuai yang dijanjikan sehinnga pelayanannya bisa mencapai
akurat dan terpercaya di Kabupaten Enrekang.




3. Responsiveness atau ketanggapan yaitu suatu kemauan untuk membantu dan
memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada pemahon izin
mendirikan  bangunan, dengan penyampaian informasi yang jelas di
Kabupaten Enrekang.

4. Assurance, atau jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan, kesopansantunan,
dan kemampuan para pegawai DPMPTSP untuk menumbuhkan rasa percaya




BAB I
METODE PENELITIAN
A. Wakitu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini berlangsung selama dua bulan sejak tanggal 15 Februari
sampai dengan 15 April 2021, Lokasi penelitian ini dilaksanaan di kantor Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten
Enrekang.

B. Jenis dan Tipe Pe

\
\
RS

pelayanan terhadap masyarakat mengenai IMB di Kabupaten Enrekang.
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2. Data sekunder, yang diperoleh dari literature dan dokumentasi serta data yang

di ambil dari kantor berupa data yang sudah tercatat dalam buku ataupun suatu
laporan

D. Informan Penelitian
Penelitian mengenai Kualitas Pelavanan Terhadap Masyarakat Dalam
Bangupan Di Kabupaten Enrekang. Dalam hal ini

\m\'h,///
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E. Teknik Pengumpulan Data

1.

Observasi
Observasi merupakan pengamatan langsung yang dilakukan terhadap

kondisi yang sebenamnya di lokasi penelitian. Observasi dilakukan untuk

melihat dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti
memperoleh gambaran yang lebih luas tentang topik vang diteliti. Observasi

yang digunakan adalah obs : peneliti tetap bisa mengamati
g dilakukan oleh objek yang

El.l_v ‘ ; i
N\

penstiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau
karya-karya monumental dari seseorang, study ini merupakan pelengkap dari
penggunaan observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini, data-data yang
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dapat dijadikan informasi yaitu data-data dan dokumen-dokumen tertulis
yang ada kaitannya dengan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Mengurus
IMB di Kabupaten Enrekang.

F. Teknik Pengabsahan Data
1. Kredibilitas Data (Credibility)

Uji kredibilitas data mempestunjukan bahwa hasil-hasil penemuan dapat

Teknik pengujian kepastian data (confirmability) dilakukan untuk
mengetahui proses penelitian, schingga tidak memunculkan penelitian yang
hanya ada hasilnya tetapi tidak ada proses penelitian. Dalam pengujian
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kepastian data sama halnya dengan uji kebergantungan sehingga prosesnya
dilakukan melalui pengujian hasil penelitian oleh dosen pembimbing serta
dosen pembahas.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik
analisis data interaktif dari Melis dan Huberman(1992:20), yaitu

voa mermudabik

AR

dari berbagai informan yang diwawancara. Untuk selanjumya disimpulkan dan
dilihatbahwa data tersebut akurat dan dapat di percaya sesuai kejadian

dilapangan.




BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Karakterisitik Lokasi Penelitian
1. Kondisi Geografis Kabupaten Enrekang
Kabupaten Enrckang dengan Ibukota Enrekang terletak + 235 Km sebelah
utara Makassar. secara geografis terletak antara 3' 14'36"'- 350°00" Limang
Selatan dan antara 199 40'53" - " Bujur Timur. Letak geografis

;u KA gs4
\\\\m'h,///

terjadi di Kabupaten Enrekang ini hampir sama dengan musim yang ada di daerah
lain yang ada di Propinsi Sulawesi Selatan yaitu musim hujan dan musim kemarau

31
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dimana musim hujan terjadi pada bulan November-Juli sedangkan musim
kemarau tetrjadi pada bulan Agustus — Oktober.

Selama setengah dasawarsa terakhir telah terjadi perubahan wilayah
administrasi pemerintahan baik pada tingkat kecamatan maupun tingkat
desa’kelurahan. Pada tahun 1995 di Kabupaten Enrekang hanya terdapat 54
desa/kelurahan yang tersebar dari 5 kecamatan. Dengan adanya perubahan situasi
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6 Buntu Batu 126,65 7.09
7 Anggeraja 12534 7.02
8. Malua 40,36 2.26
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kecamatan Alla yang paling tinggi kemudian vang paling rendah adalah
kecamatan Bungin. Sedangkan untuk kondisi penduduk di Tahun 2019 akan




Tabel 4.2
Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk berdasarkan
Kecamatan di Kabupaten Enrekang di tahun 2019

No Kecamatan Jumiah Penduduk | Kepadatan Penduduk

(Jiwa) (Km’)

2019 adalah 214. 826 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 2.152.72 km’.
Distribusi penduduk berdasarkan kecamatan menunjukkan keadaan tidak merata,
Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah kecamatan Enrekang 32 667
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Jiwa dari hal ini dipengaruhi karena Kecamatan Enrekang berada di Ibukota yang
penduduknya heterogen.

Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah
Kecamatan Bungin yakni 4.470 jiwa dari total penduduk di Kabupaten Enrekang.
Sedangkan untuk kepadatan penduduk paling tinggi adalah kecamatan Alla dan
yang paling rendah adalah kecamatan Bungin.

1. Profil Dinas Penanaman Modal d; nan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Enrekang
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sering mengeluh kan proses pelayanan perizinan oleh pemerintah vang tidak
memiliki kejelasan prosedur, berbelit-belit, tidak transparan, waktu proses yang

tidak pasti atau tidak terukur, dan tingginya biaya vang harus di keluarkan
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terutama berkaitan dengan biaya-biaya yang tidak resmi. Mereka sering bolak-
balik dari satu kantor kekantorlainnya dan dari meja satu kemeja berikutnya ketika
ingin mendapatkan perizinan. Hal ini selanjutnya membuat masyarakat seringkali
merasa dipermainkan oleh aparat pemerintahtan. Masyarakat bisamelakukan
complain atau pengaduan, sechingga berakibat pada munculnya citra buruk kinerja
pemerintah dan menurunnya kepercayaan masyarakat ke pada pemerintah.
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Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 6 Tahun 2008 tentang




MILIK PERPUSTAK A/
UNISMUH MAK A<
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Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Enrekang, urusan Penanaman Modal di gabung dengan PTSP sehingga
nomen klaturnya menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Enrekang,

PadaTahun 2014 Bupati Enrekang mengeluarkan Peraturan Bupati yang
mengatur tentang pendelegasian kewenangan penandatangan izin kepada Kepala

At
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Sebagai lembaga yang menjunjung tinggi kesederhanaan, transparasi,
‘ketepatan, kualitas pelavanan publik.




b.Misi
1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik
2) Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dan pelayanan publik
3) Meningkatkan efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan pelayanan publik
4) Meningkatkan mutu aparatur vang profesion
4. Tugas dan Fungsi
a.  Kepala Dinas

LETCLE

snanamar 4
L\
Sl Tt

AN

4)  Pengkoordinasian pemecahan masalah yang dihadapi oleh para investor.
5)  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan

fungsinya.
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b. Sekeriaris
Sekretaris mempunyai  tugasmembantu Kepala Dinas  dalam
melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelavanan teknis dan
administrasi penyusunan program, pelaporan, Keuangan, dan umum dan
kepegawaian dalam lingkungan Dinas.Dalam melaksanakan tugas Sekretaris

mempunyai fungsi:

~
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1) pelaksanaan kebijakan tekmis Sub Bagian
2) pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian




3) pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, dan pengawasan terhadap
program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian; dan
4) pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian.
d. Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugasmembantu Sekretaris dalam
menghimpun  bahan dan mengelolah administrasi  keuangan meliputi

an.
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| )pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian umum dan kepegawaian;

2)pelaksanaan program dan kegiatan sub bagm.u umum dan kepegawaian;
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3)  pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, dan pengawasan
kepegawaian; dan
1) pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub

bagian umum dan kepegawaian.
a Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Seksi  Perencanaan Penanaman Modal mempunyai tugas membantu
Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Tklim Penanaman Modal dalam

melakukan perencanaan dan sistem informasi penanaman modal dalam rangka
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menciptakan iklim investasi yang kondusif Dalam melaksanakan tugas Kepala
Seksi Perencanaan Informasi Penanaman Modal mempunyai fungsi:

1) penyusunan program dan kegiatan seksi
2) pelaksanaan program dan kegiatan seksi
3) pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program

dan kegiatan dalam lingkup seksi

Dinas dalam mengembangkan dan melakukan market survey dan intelligent,
melaksanakan promosi, menyiapkan sarana dan prasarana promosi serta
merencanakan dan melaksanakan fasilitasi pelayanan penanaman modal Dalam
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melaksanakan tugas Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai

fungsi:

1) Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman
modal di daerah

2)  Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri

3)  Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi

/-/ «P\S MUHA,{I, \"\
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f Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal




Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal Mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal dalam melakukan
penyiapan sarana prasarana, melakukan publikasi dan distribusi bahan-bahan
prasarana promosi bidang penanaman modal Dalam menjalankan tugas Kepala
Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi:

‘7-/)//'&‘“@»9 \’:\\
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2) Perencanaan kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
3) Penetapan norma, standar prosedur dan kriteria pelaksanaan kegiatan di

bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.
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h.  Seksi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Seksi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunvai
tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan administrasi pelayanan perizinan

dan non perizinan. Dalam menjalankan tugas Kepala Seksi Administrasi
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Mempunyai fungsi:

1) penyusunan program dan kegiatan seksi

4) pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi.
j. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal




a6

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Mempunyai tugas
pokok pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pemantauan, pembinaan
dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal serta penggunaan
fasilitas dan penilaian laporan kegiatan penanaman modal. Dalam melaksanakan
tugas Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai fungsi:

1) pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor

| ", \\\\\\‘Ilh////

1)  penyusunan program dan kegiatan seksi
2) pelaksanaan program dan kegiatan seksi
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3)  pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan
4) pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup seksi.
. Seksi Pembinaan Penanaman Modal

Seksi Pembinaan Penanaman Modal Mempunyai tugas membantu Kepala
Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dalam melakukan




1. Struktur organisasi DPMPTSP Kabupaten Enrekang

KEPALA

Jabatan fungsional

Gambar 4.1

SEKERTARIS

Subag. Umum
dankepegawaia

Jabatan fungsional




Adapun nama dalam struktur organisasi di Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang sebagai berukut -

NO NAMA PEGAWAL JABATAN
1 | Drs. Haling Lajju, M. 81 | Kepala DPMPTSP
2 | Kasuwian, SE Sekertaris DPMPTSP
3 | Drs. Muhammad Suaib Kepala bidang perencanaan pengembangan
L o iklim penanaman modal |
4 | Irdianto Effendy, ST Kepala bidang pengendalian pelaksanaan
an modal
5 | Jamaluddin, S Pd, M.Ap bidang promosi penanaman modal
6 | Muhammad Ibrahim, idang pengelenggara pelayanan
M.Ap
7 | Hadara, S Pd ai
8 | Agus Salim,§ a daerah
9 | Namri N aman modal
10 | .
11
!
1
--—-I-
18
19 ® g e
20 ?
‘ ]
0
6. SOP
\J
Tahun 2011
Tentang S en Enrekang

vang dimaksud dengan Standar Operasional Prosedur selanjutnya yang disingkat
SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang diberlakukan mengenai barbagai

proses penyelenggaraan administrasi pemerintah. bagaimana dan kapan harus
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dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan, dan Prosedur Pelayanan adalah
aktivitas pelayanan dari awal sampai dengan akhir pemberian pelayanan.

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 66 Tahun2011 tentang
Retribusi Daerah menjelaskan bahwas ebagai

Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususnya
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d. Retribusilzin Usaha Perikanan.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 2 Tahun 2011

tentang Retnibusi Penzinan
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Tertentu dimana lzin Mendirikan Bangunan (IMB) terdapat didalamnya.
1. Pengertian lzin Mendinkan Bangunan (IMB)

Adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada orang
pribadi atau badan untuk mendirikan bangunan sesuai dengan persyaratan
administrasi dan persyaratan teknis yang
berlaku.

il

Ret A 2
R\

penpawasan.
¢) Tidak termasuk objek retribusi  IMB adalah pemberi izin untuk bangunan
milik pemerintah atau Pemerintah Daerah
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d) Subjek Retribusilzin Mendirikan Bangunan (IMB) Diatur dalam pasan |4,
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh lzin
Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemerintah Daerah.

4. Komponen Retribusilzin Mendirikan Bangunan (IMB) Diatur dalam pasal 6,
a. Biaya pembinaan, penyelenggaraan bangunan gedung/bangunan untuk
kegiatan pembangunan baru, mengubah dan merenopasi meliputi biava

S‘@ Q
\\\“.!s,,,,,,

3 ///I

a. Pemohonmeminta informasi mengenai lzin Mendirikan Bangunan (IMB)

ke loket informasi padaBadan Pelayanan Perizinan Terpadu.
b. Petugas diloket informasi akan memberikan informasi tentang persyaratan




lzin mendirikan Bangunan,
c. Pemohon membawa berkas persyaratan keloket informasi dan

petugasinformasimengecek

persyaratanapakahpemohonmemenuhisyaratizinmendirikanbangunan{ IMB
Jatautidak, jika memenuhipersyaratan maka pemohonakan diberiformulir
di loket penerimaan/penyerahan jika tidakmemenuhisyaratmaka akan
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ikan ber ) form ’

10, Izin diperiksa dan diparaf oleh KaSubuid Admmistrasi Program dan Kabid
Pelayanan Perizinan. Dan akan dinaikan ke Sekretaris untuk memarafl minut

untuk dinaikan kemeja Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T)
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untuk penandatanganan izin. Penandatanganan izin oleh kepala BP2T
11. Registrasi izin dan pengarsipan
Petugas Sub Bidang (SUBID) Administrasi Program akan melakukan
pencatatan dan pengarsipanregistrasiizin
12, Penyerahan izin yang telah jadi kepada pemohon
Pemrosesan selesai, lzin jadi dan siap diserahkan kepada pemohon,
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2. Gambar teknis (dibuatdengan skala 1:100-200/1:250-500) berupa:
-Site Plan/Situasi (skala 1:250-500)
-Denah




~Tampak bangunan (depan,samping kanan dan kiri)
-Potongan melintang dan memanjang
~Gambar pagar dan saluran dli

Persyaratan tambahan untuk bangunan diatas| (satu)lantai
-Gambar rencana pondasi
-Gambar struktur dan konstruksi

L dalam Surat Keterangan
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8. Pemohon langsung menyampaikan kelengkapan berkas ke BP2T (atau
dengan surat kuasa dan melampirkan foto copy KTP yang menerima

kuasa serta masih berlaku).




b. Balik Nama lzm Mendirikan Bangunan (IMB)
lzin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan
dengan objek vang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk

dipindah tangankan atau dibalik namakan kepada pemilik yang baru. Untuk
persyaratanya sebagai berikut:

1. FotocopyKTPpemohon yang masih berlaku.

berisikan pengaturan mengenai peruntukan (zoning), GSB, GSS, RMJ, KDB,
KLB,BCR,FAR dan lamnya, adapun untuk persyaratan utama yang harus
didilengkapi oleh pemohon adalah sebagai berikut:
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a. Untuk Bangunan Baru.
1. Fotocopy KTP Pemohon yang masih berlaku

2. Foto copy sertifikat tanah (telah dilegalisir oleh BPN, Bank atau Notaris)

3. Foto copy tanda lunas PBB tahun berjalan

4. Gambar rencana lokasi/situasi dan rencana tapak bangunan lengkap dengan
informasi GSB, GSS, RMI, DMI, dll (format gambar A3 file auto cad dan dicopy

di CD dengan skala 1:250-500)

sural kuasa dan melampirkan foto copy KTP yang menerima kuasa serta masih
berlaku).
Keterangan: Untuk permohonan IMB Penertiban/Pimba terhadap bangunan vang




berdiri pada tahun 2010 kebawah. Diluar persyaratan utama diatas terdapat
persyaratan tambahan sebagai berikut:

Persyaratan Tambahan:

1. Fotocopy keterangan ahliwaris (khusustanah warisan).

2. Surat kuasa pemilik tanah (jika dikuasakan) dilengkapi Foto copy. KTP ke dua
belah pihak.

3. Rekomendasi Pendahuluan Kab@ipaisn)Enrekang untuk Bangunan yang

memiliki  dampak lir 4* /

Hotel, SPBU, Rel

i
Ao,
i
. ":{'///4”.,4'
[ ',,""; | »"'1/"

.......
e e i i

BN Meneaiika

4. Foto copy sertifikat tanah/lahan;

5. Proposal;
6. Pemohon langsung menyampaikan kelengkapan berkas ke BP2T(atau




masih berlaku).
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Retribusi _ LAMPIRAL
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PENETAPAN HARGA SATUAN ATAL
TARIF RETRIBUSE 1Z110 MENLIRPIKAN
BANGUNAN KABUPATEN BENREKANG

HARGA SATUAN ATAU TARIF RETRIBOS! 1ZIN MENDIRIKAL BANGUNAN

3 M)

Bawah Tanah

gki
lainnya  pengolah
limbah ' dan
pengolah bahan cair |
| lainnya.

6. | Konstruksi Menara 100.000 M | Menara ]
telekomunikasi dan
sejenisnyvayvang
diukur dan tapak/
peletakan  pondasi
menara.




Kutuntrubsl Munument 45 M Patiing.  tuipd i
L i { el Wiy
| Rosrsstr ki) bivsmtanlinsi [EFR ] " Fodvtsubsr  rnaridin
Giardu ) Shelter ) Han bang tripnamik zardy
Maan byl beir winelter,

uliefter SSFESEL, dlriue
Thrue, bafe burig plan

| vty vryrninyn
AR SR Kenntraka rmasolicl
derigan | lunn  gneedin
trarirra] 20 18* danf
AT ketinpenan

riniinnl B M dang
atay Lisnpunan
beruwlar permunen
; vaRnp
N
. -

LF komstnikss Heklame




61

Mekanisme Pel
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B. HASIL PENELITIAN
1. Karasteristik informan

Dalam pembahasan mi penulis akan membahas data- data yang diperoleh
dari lokasi penelitian dilapangan yang terdiri dari beberapa permnyataan informan
yang di hasilkan setelah melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang

akan dibahas secara sistematis.
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7 Hanawia H Masyarakat 1
Jumlah 7

2. Laporan data lzin Mendirikan Bangunan Tahun 2020
Table 4.3

NO BULAN JUMLAH{UNIT)

150
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Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik kantor DPMPTSP dan
keadaan lingkungan sekitarya adalah bukti nyata dar pelayanan yang diberikan
oleh pemberi jasa.




Dalam bukti pisik membutuhkan sarana dan prasaran dalam mendukung
kulaitas Pelayanan Dinas penanaman modal Sarana dan Prasarana sangat
dibutubkan dalam proses pelayanan pemerintahan terkhusus bagi Dinas
Penanaman modal di Kabupaten Enrekang dalam mengurus Penzinan, selain itu
sangat dibutuhkan dalam ketepatan dan kecepatan dalam hal pengurusan maka
dan itu para dinas fasilitas terabdet yang dapat megimbangi permintaan dan

digunakan seperti komputer yang

\\i"h////
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, 9 iannya sangat
tﬂg&ﬂﬂmﬂ apapun e endasn dirckomendasika
maka kami memben pciaymml t]dak ndam'lahkamamwan kami harus memberi
pelaymam, melayani sepenunya kepada orang yang bermohon izin, kalau kami
punya kemampuan ya itu mengangkut dengan personil kita liat toh, mengenai
prasarana fisik kami harus akui juga bahwa memang sumber daya manusia yang
kami miliki memang harus dan perlu dan penting untuk ditingkatkan sumber
dayanya secara ferus menerus terutama seandainya memungkinkan karena ini
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pada umumnya yang mengelola dipelayanan ini adalah tenaga pegawai tidak tetap
tapi itu tadik saya katakana mereka punya kemampuan karena mereka sudah
terdidik, tapi memang personilnya ditamba yang kita harapkan aparat ASM ~

" (wawancara dengan KS pada tanggal 18 Februari 2021)

Sehingga dapat diketahui bahwa masyarakat yang bermohon itu akan
diberikan pelayanan dengan kemampuan pegawai dalam pelayanan pengurusan
izin mendirikan bangunan dan pada prasarana fisik dalam sumber daya manusia

di kantor DPMPTSP terutama di bida

: / \ bisa lebih baik lagi.
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* Pelayanannya kemampuan sih pegawai disini mampu apalagi banyak
staf pelayanan disini sudah propesional jadi dia mampu untuk memberikan
pelayanan dengan baik™ (wawancara NRA pada tanggal 6 Maret 2021)




Sehingga dapat di ketahui bahwa apabilah masyarakal yang akan
bermohon untuk mengurus IMB akan mendapatkan pelayanan yang baik karena

memiliki banyak staf dan sudah propesional untuk memberikan pelayanan

Berdasarkan wawancara dengan pegawai Kantor DPMPTSP Kabupaten

Enrekang mengenai Tangible menyatakan bahwa

“Bagus ji dek kalau kem:
pelayanan masalah IMB, cuman ke
oleh tata ruang masalah pembs
yang pergi meninjauh_d
prosedurnya toh disini
dia lengkapi berkasn

a disini di penanaman modal untuk
elumpi satu pintu masih ditangani

berkas  disinimengambil

nnnnnnnnnnn

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat di Kabupaten Enrekang

mengenal tangible mengatakan bahwa
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“Waktu saya pergi mengurus IMB dek saya liat disana masih ada pegawai
vang belum mampu atau belum handal dalam memberikan belayanan masih ada
‘yang seperti kebingungan” (wawancara penulis dengan RS pada 20 Maret 2021)

Sehingga dapat di ketahui bahwa masyarakat masih belum puas dengan

kemampuan pegawai di kantor DPMPTSP terutama di bidang pelayanan IMB,

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat di kabupaten Enrekang

mengenai tangible mengatakan bahwa

“Kemampuan pengawai’ @ PMPTSP  terutama  di bidang
pelayanan IMB itu sava ; karéna masih banyak saya liat

gmMSpadaH

Aanat il

S,
“IKAAN D

WLl TLEE R i A1 Kemampuan

memberikan pelayanan di bidang pelayanan IMB belum maksimal

Berdasalkan hasil wawancara penulis mengenai Tangible maka penulis

dapat mengimpulkan bahwa masyarakat yang bermohon itu akan diberikan




pelayanan dengan kemampuan pegawai dalam pelayanan pengurusan izin
mendirikan bangunan dan pada prasarana fisik dalam sumber daya manusia di
kantor DPMPTSP terutama di bidang penyelenggara pelayanan perizinan itu
masih kurang dan memang harus di tambah agar priayanan bisa lebih baik lagi.

masyarakat yang akan bermohon untuk mengurus izin mendirikan bangunan akan

mendapatkan pelayanan yang standar sesuai dengan SOP yang berlaku dan

////'1‘1;1'\\\\ ’
g i ]

data dan informe 1 § ;
administrasinya va | lavanan secara cepat
dantepatkmkadmnyalmgkaphmmmgnum kalau data dan informasi dan
persyaratan admunistrasi lengkap, apabila data dan informasi dan persyaratan itu
lengkap di ajukan oleh pemohon maka sutu har atau dua hari itu akan selesai itu
tadik kalau sudah sampai disini itu lengkap ada surat keterangan dari desa, lura,
camat.”(wawancaradengan KS pada tanggal 18 Februan 2021)
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Sehingga dapat diketahui bahwa masyarakat yang mengurus IMB itu akan
diberikan pelayanan vang baik sehingga masyarakat yang dilayani bisa
mempercayai petuntuk dan arahan yang akan diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai kantorDPMPTSP di
Kabupaten Enrekang mengenai Realiability atau kehandalan menyatakan bahwa

“Intinyakan  fungsinya  PTSP  itu  fungsi admimstrasi  kalau
disimi"(wawancaya dengan MI pada tanggal 25 Maret 2021)

?-’:‘ ‘!‘ .h,’
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syarakat kepad
——

formolir toh. blang
lengkapi toh, kalau sudah Tengk ah kes g baru Kami proses, jadi kalau
disini adek itu saja memberikan izin, mengeluarkan izin sesuai dengan tata ruang
yang harus menentukan layak tidaknya dikeluarkan IMB kalau memang tata ruang
sudah memenksa bilang tidak layak di stop tidak diberikan IMB"(wawancara
dengan NM pada 17 Maret 2021)
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Sehingga dapat diketahui bahwa masyarakat akan diberikan arahan atau

diberi petunjuk apa yang seharusnya mereka siapkan untuk mengurus IMB.
Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di kabupaten Enrekang
mengenai Realiability atau kehandalan menyatakan bahwa

“Di kantor Dinas Penanaman Maodal itu sava rasa mereka belum akurat
dalam memberikan pelayanan pengurusan IMB™ (wawancara dengan RS 20 Maret

Sehingga dapat di anffi//,é‘\;;qun

2021)

k\\\\\\l i ":////
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“ i dinas penanaman modal teritama di bidang pelayanan pelenggara
perizinan itu itu belum maksimal dalam memberikan pelayanan secara akurat
namun saya kiramereka itu akan berusaha semaksimal mungkin  untuk
memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat vang mengurus IMB.
(Wawancara dengan HA Pada 25 Maret 2021).
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Sehingga dapat diketahui bahwa pegawai di dinas penamaman modal di
bidang penyelenggara pelayanan perizinan IMB belum maksimal dalam
memberikan pelavanan secara akurat namum mereka akan berusaha memberi

pelayanan yang baik kepada masyarakat yang megurus IMB.

Berdasarkan hasil wawancara menulis dengan beberepa Informan maka

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai kantor DPMPTSP di
Kabupaten Enrekang mengenai Responsiviness menyatakan bahwa

“Yang penting datanya lengkap hari ini juga selesai ya kalau data dan
informasi dan persyarakan administrasi lengkap, apabila data dan persvaratan itu




7

lengkap vang di ajukan oleh pemohon maka satu hari paling tinggi dua hari kalau
sudah sampai disini. Yaitu ada surat keterangan dari desa, lura, camat ini hari satu
hari terbit”(wawancara dengan KS pada tanggal 18 Februari 2021)

Sehingga dapat diketahui bahwa apabila data vang pemohon lzin

mendirikan Bangunan lengkap dalam saiu haripun IMB bisa selesai tapi ketika

berkas pemohon tidak lengkap maka tidak akan di proses.

.
T
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val bisa memahami job-jobnva
uk-nunjuk™ (wawancara NRA

pada tanggal 6 Maret 2021)
Sehingga dapat diketahui bahwa dalam pelayanan itu dibagi setiap pos dan

setiap pos itu lain jobnya.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai kantor DPMPTSP di

Kabupaten Enrekang mengenai Responsiviness menyatakan bahwa

* Ya kalau mau secepatnya berkasnya harus dilengkapi sesuai dengan
petunjuk yang ada, itu na lambat itu proses izin adek kalau memang berkasnyaang
kami minta tidak tercantum didalam, umpanya begini adek kalau ini hari
berkasnya lengkap toh bisa jadi ini hari, cuman kalau IMB itu harus ada namanya
pemeriksaan lokasi jadi kalau di pemeriksaan lokasi itu biasa vang tertunda
berapa hari karena kami terkendala di tim teknis, tapi kalau disini adek selesai dari
tim teknis, kecuali kalau atasan tidak ad: tanda tangan tapi kalau ada atasan
untuk tanda tangan bisa selesai satu ha

[Wﬂwmcam GCTTE Al

Sehingga dapat diketahui bahwa pegawai di Dinas Penanaman Modal di
Bidang Penyelenggara Pelayanan Perizinan memberikan informasi kurang di

pahami masyarakat karena cara penjelasannya tidak teroerinci secara jelas.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di Kabupaten Enrekang
mengenai Responsiviness menyatakan bahwa

“Pegawal  disana dia menyampailkan informasi kepada saya
penyampaiyannya itu saya paham karena penyampaiannya bagus”. (wawancara
dengan HA 25 Maret 2021)

Sehingga dapat diketahui bahwa Pegawai Kantor Dinas Penanaman Modal

di Bidang Penyelenggara Pelayanan Perizanan mereka memberikan informasi

: . rane yang pegawai jelaskan.
Berdasarkan hasil wawar / pa informan dalam penelitian

pemohon  lzin

d. Assurance atau jaminan

Assurance, atau jaminan dan  kepastian  yailu  pengetahuan,

kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai DPMPTSP untuk menumbuhkan

rasa percaya para pemohom TMB kepada DPMPTSP.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai kantor DPMPTSP di

Kabupaten Enrekang mengenai Assurance menyatakan bahwa

“Jammannya bahwa apabila data dan informasinya itu lengkap Insvaallah
terbit dalam jangka waktu satu hari vang penting itu tadik memenuhi syarat
administra”(wawancara dengan KS pada tanggal 18 Februari 2021),

Sehingpa dapat diketahui bahwa apabila data dan informasi lengkap akan

dijamin secepatnya IMB kan dikeluarkan,

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai kantor DPMPTSP di

Kabupaten Enrekang mengenar Assurance menyatakan bahwa
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“D1 Penanaman Modal itu akan mengusahakan memberkan jaminan
tza{;';;.;l.l;i sesuai dengan aturan yang ada”.(wawancara dengan NM pada 17 Maret

Schingpa dapat diketahui bahwa pegawai akan memberikan jaminan
terbaik kepada pemohon,

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di kabupaten enrckang
mengenai Assurance menyatakan bahwa

inya disana meyakinkan saya dan

ia dengan RS tanggal 20 Maret

memahami keinginan pemohon,
Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawa kantor DPMPTSP di
Kabupaten Enrekang mengenai Empaty menyatakan bahwa
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“Saya kira kalau perhatian tugas kami itu harus sepenunya memberikan
pelayanan siapapun yang datang, semua orang sama kita perhatikan dari 26 jenis
pclaymmpenmnanmnualmd:lxymndﬂnganbagus ya dan sampai hari ini nda
ada juga orang yang komplen, jadi kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan.
pelayanan yang kita lakukan selama ini oke-oke saja dan anak-anak itu di bidang
pelayanan itukan siap di depan, kita sudah liat siap sarana prasarananya
peralatannya siap, tenaganya siap, tenaga yang kita gunakan im memang
mayoritas dia adalah tenaga kontrak pegawai tidak tetap tapi dia punva
kemampuan member pelayanan yang terbaik kepada masyarakat karena memang
kita utamakan pelayanan” (wawancara dengan KS pada tanggal 18 Februan
2021),

mendapatkan pelayanan ye
/ 4«3’ MKASSI;, "o
\\\\\"'h///
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“Kita memberikan setiap akhir pelayanan kita selalu memberikan survey
vang dilakukan oleh masyarakat langsung disitu kita bisa mengetahui apa
kekurangan kita, dari kekurangan itu kita belajar kita bisa melayani masyarakat
lebih baik™.(wawancara NRA pada tanggal 6 Maret 2021).
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Sehingga dapat diketahui bahwa pegawai akan member surpei kepada
masyarakat langgung selingga pegawai bisa tauh apa kekurangan mereka dalam

memberi pelayanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai kantor DPMPTSP di

Kabupaten Enrekang mengenai Empaty menvatakan bahwa

“Bidang pelayanan Pensinand IMB memberikan perhatian kepada
masymkubngmn IMB ka:m dari D panaman Modal setiap kecamatan
ntuk ‘memberikan petunjuk

|||||||||||

llllllllllllllll

“Saya kira pengawai disana di dinas penanaman modal pada saat saya
kesana mengurus mereka sudah memberikan perhatian kepada saya” (wawancara
dengan RS 20 Maret 2021)

-
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Sehingga dapat di ketahui bahwa pegawai di kantor dinas penanaman
modal di bidang penyelenggaya pelayanan penzinan sudah memberikan perhatian
kepada masyarakat yang mengurus IMB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang ada di kabupaten
Enrekang mengenai Empaty menyatakan bahwa

itu sudah bisa dikatakan sudah bagus

“Perhatinnya kesaya pada wakt _
\“(wawancara dengan MS pada 22 maret

meskipun munkin masih belum mak

2021). /

as penanaman modal di
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sepenuhnya memberikan perhatian kepada pemohon tanpa ada unsure membeda-
bedakan semuanya akan mendapatkan pelayanan vang sama tanpa terkecuali,
Untuk memberikan perhatian disetiap kecamatan ada pegawai honorer dari Kantor

-




DPMPTSP sehingga masyarakal mudah dan udak kebingungan bagaimana
caranya mengurus IMB. Pegawai akan berusaha semaksimal mungkin dan
memanfaatkan kemanpuan pegawai untuk memberikan perhatian yang begitu
bagus sehingga masyarakat puas akan pelayanan yang pegawai lakukan.

C. PEMBAHASAN PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan mengenai Kualitas Pelayanan

——
. 2 / ek \ i
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memberikan pelayanan khususnya di pelayanan IMB belum maksimal karena
masyarakat yang Mengurus [IMB masih menemukan kekurangan-kekurangan

pengawai dalam memberkan pelayanan kepada masyarakat dalam pemhurusan
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izin mendirikan bangunan di kabupaten Enrekang Sehmgga dapat di ketahw
bahwa masyarakat masih belum puas dengan kemampuan pegawai di kantor
DPMPTSP terutama di bidang pelayanan IMB.

Hal ini teniu sejalan dengan teori vang dikemukakan Zeithaml yang
menyatakan bahwa Tangible, atau bukti fisik yaitu kemampuan suatu perusahaan

dalam menunjukan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan

4!.

\\\\\\mh/

”J

akurat namum mereka akan berusaha memberi pelayanan vang baik kepada

masyarakat vang megurus IMB.
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Hal i tentu sejalan dengan teori vang dikemukakan Zeithaml yang
menyatakan bahwah Reliability, atau kehandalan yaitu kemampuan pegawai
DPMPTSP di bidang penyelenppara pelayanan perizinan dalam memberikan
pelayanan sesuai vang dijanjikan secara akurat dan terpercaya.

3. Responsivenees

Responsiveness atau ketanggapan yaitu suatu kemauan untuk membantu

L

membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada
pelanggan, dengan penyampaian informas: yang jelas.

4. Assurance atau jaminan




Assurance, atau  jaminan dan  kepastian  yaitu  pengetahuan,
kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai DPMPTSP untuk menumbuhkan
rasa percaya para pemohom IMB kepada DPMPTSP.

dapat diketahui bahwa pegawai akan memberikan keyakinan kepada
masyarakat dan apabila tidak ada kendala yang ditemukan pegawai maka IMB

pemohon akan segera di proses dan apabila data dan mformasi lengkap akan

-
N NS AN/

Sehingga dapat diketahui bahwa pegawai akan sepenuhnya memberikan perhatian
kepada pemohon tanpa ada unsure membeda-bedakan semuanya akan
mendapatkan pelayanan yang sama tanpa terkecuali.




Sehingga dapat diketabui bahwa pegawai akan member surpei kepada
masyvarakat langgsung sehingga pegawai bisa tauh apa kekurangan mercka dalam
memberi pelayanan.dan dapat diketahui bahwa pegawai untuk memberikan
perhatian disetiap kecamatan ada pegawai honorer dari Kantor DPMPTSP

sehingga masyarakat mudah dan tidak kebingungan bagaimana caranya mengurus

IMB kemudian dapat diketahui bahwa pegawai dibidang penyelenggara pelayanan

sarana prasarana yang bisa digunakan oleh semua pihak. baik pegawai maupun
pelanggan. Adapun faktor penghambatnya antara lain adalah jaringan internet
yang froubledan pimpinan yang berwenan untuk memberikan parafl pada berkas




yang akan diterbitkan, sedang tidak berada di tempat atau sedang dinas keluar
instansi.

Hal ini tentu sejalan dengan teori vang dikatakan Zaithaml menyatajan

bahwah Emphaty, vaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual

atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian fentang kualitas pelayanan terhadap
masvyarakat dalam pengurusan IMB di Kabupaten Enrckang maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut

1. Tangible

Dari hasil wawancars

ralk-ad

dalam perm usan LAt
AN S

-
(‘("{Yo/ “

wi

L

secara akural kepada masyarakat dimana masyarakal belun puas tentang

pelayanan pegawai kepada masyarakat yang mengurus izin  mendinkan

bangunan di Kabupaten Enrekang
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3, Responsivences

Dari hasil wawancara yang di dapatkan dimensi Responsivenees kurang
baik dimana Penyelenggara Pelayanan Perizinan IMB itu bisa memberikan
informasi kepada masyarakat dengan jelas tetapi Dinas Penanaman Modal di
Bidang Penyelenggara Pelayanan Perizinan memberikan informasi kurang di
pahami masyarakat karena cara penjelasannya tidak teroerinci secara jelas

4. Assurance atau jaminan

Dan hasil wawane

“, Ay
\\\\mill,/w

NRIKE
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B. Saran
Dengan memperhatikan hasil penelitian dan beberapa kesimpulan, maka
peneliti memberikan saran berdasarkan hasil penelitian ini sebagai berikut;




1. Disarankan Kepada Pemerintah setempat agar dapat lebih memperhatikan
kinerja kantor DPMPTSP terutana dibidang penyelenggara pelayanan
perizinan dalam memberikan IMB

2. Untuk pihak kantor DPMPTSP terutana dibidang penyelenggara pelayanan
megembangkan cara memberikan informasi kepada masyarakat tentang cara

pengurusan IMB  sehingga pelaysan yang diberikan kepada masyarakat

bisa lebih baik lag

T \ A
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